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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUXN 2017

TENTANG

ORGANISAS! DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEENIS SEEOLAH

Menimbang

Mengingat

MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIEAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWES! SELATAN,

bahwa untuk melaksanekan ketentuan Pasal B ayat (14
Peraturan Daerah Provinsi Sulawes: Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
make dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Sekolah Menengah Atas Negeri;

bahwa sehuburgan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Sulawes: Selatan tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri

Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

- tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undsng-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);



'-2.-'

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

¢ Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

8. Peraturan Daersh Provinsi Sulawesi Seilatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomeor 293,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISAS] DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIEAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB 1
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Cubernur adalah Gubermnur Sulawesi Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinai Sulawesi Selatan.
Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawes: Selatan,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah
Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan,

. Fungsi adalah pckerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUEKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
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UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada
lampiran yang merupakan bagian ddak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
1ni. e 88

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala
UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayal (3), berada d1 + bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah
yang mewilayahi masing-masing UPT.

BAE III
SUBUNAN ORGANISASI

Przal 3

Susunan organisasi UPT terdiri dari:
a. Kepala UPT Sekolah;

b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud peda ayat (1), tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah

Passal 4

Kenala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekoclah
Menengah Atas Negeri.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah
Atas Negeri,

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

c. pelaksanasn evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah

Menengah Atas Negeri

d. pelaksanaan administrasi UPT,; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinva.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas:

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;




(1)

Ii.

o
mementau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
merumusgkan dan melaksanakan kebjjakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negers; _
mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan
Sekolah Menengah Atas Negeri,
mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenage fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan
kerjasama dan peran serta masyarakat;
mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan,
kerumshtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung penyvelenggaraan pendidikan;
mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstralkurilculer;
mengoordinasikan pelaksanasn kegiatan kerjasama dengan instansi terkait
dan masyarakat;
mengoordinaaikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di
luar jam sekolah;
mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan
teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporen, umum; kepegawaien,
dan keuangan dalam linglkungan UPT,
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(2) Uraian tugas sebagaimana djmaksud pada ayat (1), meliputi:

&.

n.

menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagni pedoman dalam
pelaksanaan Tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
linglcungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

- naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lngkungan UPT
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan,

melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan
informasi;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan adminiatrasi kevangan,
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan
tatalaksana;

mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan,
mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;

melakukan koordinasi dan konsultesi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
pérumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan scsuai dengan
bidang tugasnya.

BABYV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil
analisie kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB VI
, TATA KERJA

Pasal 7

f

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,
Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh
personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta mencrapkan prinsip hierarki, koordinasi,
kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi,
serta efelctivitas dan efisiensi,

Pasal 8

Kepala UPT, Kepalza Subbagian Tata Usaha dan scluruh personil dalam
lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat
waktu kepada atasan masing-masing.

Setiap laporan vang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diclah dan
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis UPT.

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya,
melakukan pengawasan, pemantsuan, pengendalian, dan evaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah /swasta terkait, dalam rangka meningkatkan Lkinerja dan
memperlanéar palaksanaan mipgas dan fungsi UPT.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JARATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional
di Inpkunpan UPT, dilaksanakan oléh péejabat yang berwenang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LATN

Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk

mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan
tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam

UPT dengan Keputusan Kepala UPT.
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Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau
nama lainnya dalam UPT acbagmmana dimaksud pada ayat [l), dilaporkan

kepada Kepala UPT mln;rah mAasing-masing.

BAB IX
KETENRTUAN PENUTUP

Pasal 11

(2)

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan.
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Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Jassari 2017
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PROVINSI SULAWESI SELATAN
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BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA UPT

BliHHAGIAN
FATA USAHA

mﬂ,‘a‘ﬁ., M.Si,, M.H.



NAMA SATUAN PENDIDIKAN

KAB/KOTA — —
1 Z 3 4
214 |UPT. Wil Pinrang SMA NEGERI & PINRANG SMAN 6 PINRANG -
215 [UPT, Wil. Pinrang SMA NEGER! 7 PINRANG SMAN 7 PINRANG
216 |UPT, Wil. Pinrang SMA NEGER] 8 PINRANG SMAN 8 PINRANG
217 |UPT, Wil. Pinrang SMA NEGER! 9 PINRANG SMAN 9 PINRANG
218 |UPT. Wil. Pinrang SMA NEGER! 10 PINRANG SMAN 10 PINRANG
219 |UPT, Wil. Pinrang SMA NEGERI 11 UNGGULAN PINRANG  |SMAN 11 PINRANG
290 |UFT Wil-Sidenreng 1o\ 4x 1 PANCARIANG SMAN 1 SIDRAP
Rappang
221 g::paﬂ Sidenreng  loMAN 1 PANGSID SMAN 2 SIDRAP
222 g:& : Sidenreng  |ouran 1 DUA PITUE SMAN 3 SIDRAP
223 ;'E;:E'*"”“E SMAN 2 PANCA RIJANG SMAN 4 SIDRAP
| 224 ;’:;‘;Ewmg SMAN 1 TELLU LIMPOE SMAN 5 SIDRAP
225 ;'ﬂmwn; Sidenreng lopAN 1 WATANG PULY SMAN & SIDRAP
2pg [IFT-Wil.Sidenreng e i 1 PITU RIAWA SMAN 7 SIDRAP
Rappang
227 ::s;ﬂ' SICBNTENE  |cMAN 1 PANCA LAUTANG SMAN 8 SIDRAP
228 E::m”::‘; SIGenreng  |oMAN 1 PITU RIASE SMAN 9 SIDRAP
229 |UPT- WL Sidenrerg o\ i\ 1 BARANT! SMAN 10 SIDRAP
Rappang
230 g;};‘:;i' Sldenrerg  lopAN 2 PANGSID SMAN 11 SIDRAP
231 |UPT. Wil. Sinja SMAN 1 SINJAI SMAN 1 SINJAI
232 |UPT. Wil. Sinjas SMAN 1 SINJAI SELATAN SMAN 2 SINJAI
233 |UFT. WIL Sinjai SMAN 1 SIMJAI TIMUR SMAN 3 SINjAL
234 |UPT. WL Sinjal SMAN 1 BULUPODDO SMAN 4 SINJAI
235 (UPT. Wﬂ.gill]li SMAN 2 SINJAT SMAN 5 SINJAI
236 |UPT, Wil. Sinjal SMAN 1 SINJAl BARAT SMAN 6 SINJAI
237 |UPT. Wil. Sinjai SMAN 1 SINJAI TENGAH SMAN 7 SINJA!
238 [UPT. Wil. Sinjai SMAN 1 SINJAl BORONG SMAN E SINJAI
239 |UPT, Wil Sinjai SMAN 1 TELLULIMPOE SMAN 9 SINJAI
240 |UPT. Wil. Sinjai SMAN 3 SINJAI SMAN 10 SINJAI
241 |UPT. WiL Sintai SMAN 2 SINJAI SELATAN SMAN 11 SINJAL
" 242 |UPT. Wil Sinjai SMAN 3 SINJAI SELATAN SMAN 12 SINJAI
243 |UPT. WiL Sinjai SMAN 2 SINJAI TENGAH SMAN 13 SINJAI
244 |UPT. Wil Sinjat SMAN 2 SINJAI BARAT SMAN 14 SINJAI
245 |UPT. WiL Soppeng SMAN 1 WATANSOPPENG SMAN 1 SOPPENG
246 | UPT. Wil Soppeng SMAN 1 LILIARIAJA SMAN 2 SOPPENG
247 |UPT. Wil. Soppeng SMAN 1 DONRI-DONRI SMAN 3 SOPPENG
248 |UPT. Wil, Soppeng SMAN 2 WATANSOPPENG SMAN 4 SOPPENG
249 |UPT. Wil Soopeng SMAN 1 MARIORIWAWO SMAN 5 SOPPENG
250 |UPT. Wil Soppang SMAN 1 MARIORIAWA SMAN & SOPPENG
251 [UPT.Wil, Soppeng SMAN 1 LILIRILAU SMAN 7 SOPPENG
262 |UPT. Wil. Soppeng SMAN 3 WATANSOPRENG SMAN 8 SOPPENG

253

UPT, Wil. Taimlar

SMAN 1 TAKALAR

EMAN 1 TAKALAR
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